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Abstract

General Background The digital economy has transformed traditional sources of market power from
capital and market share toward data control as a strategic asset. Specific Background Consumer
data has evolved into a central mechanism enabling digital enterprises to build competitive
advantages, reinforce dominant positions, and create structural entry barriers through algorithm -
driven feedback systems. Knowledge Gap Indonesian competition law, particularly Law No. 5 of
1999, does not explicitly regulate data dominance and remains rooted in a pre-digital paradigm
focused on price and market share indicators. Aims This study analyzes how data dominance can be
conceptualized as market power within Indonesian competition law and examines its legal
implications for enforcement. Results The findings demonstrate that large-scale data control may
generate anti-competitive practices, including barriers to entry, ecosystem dependency, and
algorithm-based exclusivity, which are not adequately captured by conventional price-based analysis.
Novelty This study provides a normative construction that interprets data dominance as a functional
form of dominant position within existing legal frameworks without requiring immediate legislative
amendment. Implications The study highlights the necessity of interpretative approaches and
strengthened institutional capacity to ensure fair competition, while also emphasizing the need for
adaptive enforcement mechanisms aligned with digital market structures.

Highlights:

+ Large-scale information control creates structural barriers that limit new entrants in digital
markets.

+ Algorithm-based feedback mechanisms reinforce ecosystem dependency and concentration
of economic control.

+ Existing legal provisions can be reinterpreted to address emerging competition issues
without explicit regulatory reform.
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Pendahuluan

Perkembangan ekonomi digital dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara fundamental cara pelaku usaha
beroperasi, bersaing, dan menciptakan nilai ekonomi [1]. Data tidak lagi sekadar menjadi instrumen pendukung kegiatan
bisnis, melainkan telah berevolusi menjadi faktor produksi strategis yang menentukan posisi kompetitif suatu perusahaan di
pasar [2]. Dalam konteks ini, penguasaan dan pemanfaatan data dalam skala besar—khususnya data konsumen—dapat
menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit ditandingi oleh pelaku usaha lain. Kondisi tersebut memunculkan fenomena
baru dalam hukum persaingan usaha, yakni dominasi pasar yang tidak semata-mata bertumpu pada penguasaan modal atau
pangsa pasar konvensional, tetapi pada dominasi data sebagai sumber market power. Fenomena ini menantang kerangka
hukum persaingan usaha klasik yang selama ini berorientasi pada struktur pasar dan harga, serta menuntut adanya
reinterpretasi konsep dominasi dalam konteks ekonomi digital [3].

Transformasi data menjadi sumber kekuatan pasar tidak dapat dilepaskan dari karakteristik data itu sendiri, seperti sifat
non-rivalrous, skalabilitas tinggi, serta kemampuannya untuk diolah melalui teknologi algoritma dan kecerdasan buatan.
Semakin besar volume dan variasi data yang dikuasai suatu perusahaan, semakin tinggi pula akurasi prediksi perilaku
konsumen dan efisiensi pengambilan keputusan bisnis. Hal ini menciptakan efek umpan balik (feedback loop) yang
memperkuat posisi dominan pelaku usaha tertentu, karena keunggulan data akan menghasilkan layanan yang lebih baik,
menarik lebih banyak pengguna, dan pada akhirnya menghasilkan lebih banyak data. Dalam perspektif persaingan usaha,
kondisi ini berpotensi menimbulkan hambatan masuk (barrier to entry) yang bersifat struktural dan sulit ditembus oleh
pelaku usaha baru, sekalipun mereka memiliki inovasi atau modal yang memadai [4].

Dalam kerangka hukum persaingan usaha Indonesia, konsep market power dan posisi dominan secara normatif diatur dalam
Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(yang untuk selanjutnya disebut dengan “UU 5/1999”) [5]. Undang-undang ini secara eksplisit menekankan ukuran-ukuran
konvensional seperti pangsa pasar, kemampuan mengendalikan harga, serta kemampuan menghambat persaingan. Namun
demikian, UU 5/1999 disusun pada era pra-ekonomi digital, sehingga belum secara eksplisit mengantisipasi dominasi
berbasis data sebagai sumber kekuatan pasar. Akibatnya, muncul pertanyaan yuridis mengenai sejauh mana kerangka
hukum persaingan usaha Indonesia mampu mengakomodasi fenomena dominasi data, serta apakah konsep market power
yang ada masih relevan untuk menilai perilaku pelaku usaha digital.

Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika dominasi data tidak selalu disertai dengan kenaikan harga secara
langsung, bahkan sering kali ditandai dengan layanan yang diberikan secara gratis kepada konsumen [6]. Dalam konteks ini,
pendekatan penilaian persaingan usaha berbasis harga (price-based analysis) menjadi kurang memadai. Pelaku usaha digital
yang menguasai data dalam jumlah besar dapat mengeksploitasi posisinya melalui praktik eksklusivitas, diskriminasi
algoritmik, atau pemanfaatan data lintas pasar (cross-market data leveraging) yang berpotensi menyingkirkan pesaing.
Praktik-praktik tersebut menimbulkan kerugian persaingan yang bersifat jangka panjang, meskipun dalam jangka pendek
konsumen tampak diuntungkan. Oleh karena itu, hukum persaingan usaha dituntut untuk mampu mengidentifikasi dan
menilai dampak anti-persaingan yang bersumber dari penguasaan data, bukan semata-mata dari struktur harga [7].

Dalam konteks Indonesia, isu dominasi data juga berkaitan erat dengan pesatnya pertumbuhan platform digital di sektor e-
commerce, transportasi daring, layanan keuangan digital, dan media sosial [8]. Platform-platform ini beroperasi dalam pasar
dua sisi (two-sided market) atau bahkan multi-sided market, di mana data berfungsi sebagai penghubung utama antara
berbagai kelompok pengguna. Penguasaan data lintas sisi pasar memberikan keuntungan strategis bagi platform dominan
untuk mengontrol ekosistem digital secara keseluruhan. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketergantungan (dependency)
bagi pelaku usaha lain, seperti mitra penjual atau penyedia jasa, yang pada akhirnya memperkuat posisi dominan platform
tersebut. Dari perspektif hukum, situasi ini menimbulkan isu mengenai penyalahgunaan posisi dominan (abuse of dominant
position) yang berbasis pada kontrol data [9].

Lebih lanjut, dominasi data juga menimbulkan irisan permasalahan antara hukum persaingan usaha dan rezim hukum
lainnya, khususnya perlindungan data pribadi dan perlindungan konsumen. Penguasaan data dalam skala besar sering kali
melibatkan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi, sehingga potensi penyalahgunaan data tidak hanya berdampak pada
persaingan usaha, tetapi juga pada hak-hak fundamental individu [10]. Dalam konteks ini, penegakan hukum persaingan
usaha tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu mempertimbangkan harmonisasi dengan Undang-Undang Perlindungan
Data Pribadi (yang untuk selanjutnya disebut dengan “UU PDP”) dan kebijakan ekonomi digital nasional. Legal issue yang
muncul adalah bagaimana mengintegrasikan analisis persaingan usaha dengan perlindungan hak atas data tanpa
menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital [11].

Selain itu, pendekatan pembuktian dalam perkara persaingan usaha berbasis data juga menghadapi tantangan tersendiri.
Dominasi data sering kali bersifat tidak kasatmata dan sulit diukur secara kuantitatif dengan indikator pasar tradisional.
Penilaian terhadap akses data, kualitas data, serta kemampuan eksklusif untuk memanfaatkannya memerlukan pemahaman
teknis yang mendalam dan metode analisis yang lebih kompleks. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan
kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (yang untuk selanjutnya disebut dengan “KPPU”) dalam menangani
perkara-perkara yang melibatkan isu data dan algoritma. Dengan demikian, dominasi data tidak hanya menjadi isu normatif,
tetapi juga isu institusional dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia [12].

Dalam praktik internasional, berbagai yurisdiksi mulai mengembangkan pendekatan baru untuk mengatasi dominasi
berbasis data, baik melalui reinterpretasi hukum persaingan yang ada maupun melalui regulasi khusus bagi platform digital.
Pengalaman Uni Eropa, misalnya, menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang semata-mata berfokus pada
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harga menuju pendekatan yang mempertimbangkan kontrol data dan kekuatan ekosistem. Perkembangan ini menjadi
relevan bagi Indonesia sebagai bagian dari ekonomi digital global, karena perilaku pelaku usaha digital lintas negara dapat
berdampak langsung pada pasar domestik. Oleh karena itu, kajian mengenai dominasi data dalam kerangka hukum
persaingan usaha Indonesia perlu mempertimbangkan praktik dan perkembangan hukum internasional sebagai bahan
perbandingan [13].

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi sejumlah legal issue utama yang menjadi fokus kajian ini. Pertama,
bagaimana konsep market power dan posisi dominan dalam UU 5/1999 dapat ditafsirkan untuk mencakup dominasi berbasis
data. Kedua, bagaimana parameter penilaian dominasi dan penyalahgunaan posisi dominan perlu disesuaikan dengan
karakteristik ekonomi digital. Ketiga, bagaimana koordinasi antara hukum persaingan usaha dan rezim hukum lain,
khususnya perlindungan data pribadi, dapat diwujudkan secara efektif. Keempat, bagaimana peran dan kapasitas KPPU
perlu diperkuat untuk menghadapi tantangan penegakan hukum persaingan usaha di era data-driven economy [14].

Dengan demikian, pembahasan mengenai dominasi data sebagai market power menjadi sangat penting dalam upaya
memastikan bahwa perkembangan ekonomi digital di Indonesia tetap berjalan sejalan dengan prinsip persaingan usaha
yang sehat. Tanpa kerangka hukum yang adaptif dan responsif, dominasi data berpotensi menciptakan konsentrasi kekuatan
ekonomi yang merugikan pasar, pelaku usaha kecil dan menengah, serta konsumen dalam jangka panjang. Oleh karena itu,
kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan normatif bagi pengembangan hukum persaingan usaha
Indonesia, khususnya dalam merespons tantangan dominasi data di era ekonomi digital [15].

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research), yaitu penelitian yang berfokus
pada kajian terhadap norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin yang berkembang dalam literatur hukum.
Pendekatan ini dipilih karena isu dominasi data sebagai market power merupakan persoalan konseptual dan normatif yang
berkaitan dengan interpretasi terhadap ketentuan dalam UU 5/1999. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan hukum
sebagai norma (law in books) yang dianalisis secara sistematis untuk menemukan argumentasi hukum yang tepat dalam
merespons fenomena ekonomi digital [16].

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan konstruksi
hukum terkait posisi dominan dan penguasaan pasar, tetapi juga menganalisis kecukupan norma yang ada dalam
mengakomodasi dominasi berbasis data. Analisis dilakukan dengan menelaah konsep market power, entry barrier, serta
abuse of dominant position dalam perspektif hukum persaingan usaha modern. Dengan spesifikasi ini, penelitian bertujuan
untuk memberikan gambaran yang utuh sekaligus menawarkan argumentasi kritis terhadap kebutuhan reinterpretasi norma
persaingan usaha di era digital [17].

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan
konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan perundang-
undangan dilakukan melalui telaah terhadap UU 5/1999 beserta regulasi terkait ekonomi digital dan perlindungan data
pribadi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep dominasi, market power, dan kontrol data dalam
perspektif teori hukum persaingan usaha. Sementara itu, pendekatan perbandingan dilakukan dengan melihat
perkembangan kebijakan persaingan usaha di yurisdiksi lain, khususnya Uni Eropa dan Amerika Serikat, sebagai bahan
refleksi normatif bagi Indonesia.

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum
primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan KPPU, serta dokumen kebijakan resmi yang relevan. Bahan hukum
sekunder mencakup literatur akademik, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli mengenai hukum persaingan usaha dan
ekonomi digital. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas
terminologi teknis yang berkaitan dengan market power dan dominasi. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui
studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri sumber-sumber yang kredibel dan mutakhir [18].

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, baik penafsiran
gramatikal, sistematis, maupun teleologis. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami rumusan norma dalam UU
5/1999, sedangkan penafsiran sistematis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan posisi dominan dengan prinsip
persaingan usaha yang sehat. Penafsiran teleologis digunakan untuk menilai tujuan pembentukan hukum persaingan usaha
dalam menjaga struktur pasar yang kompetitif. Melalui teknik analisis ini, penelitian berupaya merumuskan konstruksi
hukum yang mampu mengakomodasi dominasi data sebagai bentuk baru market power dalam sistem hukum Indonesia.

Hasil dan Pembahasan
A. Transformasi Data sebagai Sumber Market Power dalam Ekonomi Digital

Transformasi ekonomi digital telah menggeser paradigma klasik mengenai sumber kekuatan pasar (market power) dalam
hukum persaingan usaha [19]. Jika dalam teori industri tradisional kekuatan pasar diukur melalui kemampuan pelaku usaha
mengendalikan harga atau membatasi output, maka dalam ekonomi digital kekuatan tersebut semakin ditentukan oleh
penguasaan dan pengolahan data dalam skala besar. Data bukan lagi sekadar instrumen pendukung kegiatan bisnis,
melainkan telah menjadi faktor produksi strategis yang memengaruhi struktur pasar dan dinamika kompetisi. Perusahaan
yang menguasai data dalam jumlah besar memiliki kemampuan untuk memahami preferensi konsumen secara lebih presisi,
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mempersonalisasi layanan, serta mengoptimalkan strategi bisnis berbasis algoritma. Dalam konteks ini, dominasi data
berfungsi sebagai bentuk baru dari kekuatan pasar yang tidak selalu tercermin dalam indikator harga, tetapi dalam kontrol
atas informasi dan akses terhadap pasar [4].

Secara teoretis, konsep market power dalam hukum persaingan usaha berakar pada kemampuan suatu pelaku usaha untuk
bertindak secara independen dari tekanan kompetitif pasar. Dalam kerangka klasik, indikatornya adalah pangsa pasar yang
besar, hambatan masuk (entry barriers), serta elastisitas permintaan. Namun, dalam ekonomi digital, struktur pasar sering
kali bersifat dinamis dan tidak selalu menunjukkan konsentrasi pasar yang jelas pada tahap awal. Platform digital dapat
menawarkan layanan dengan harga nol kepada konsumen, sehingga analisis berbasis harga menjadi kurang relevan. Oleh
karena itu, dominasi data menghadirkan dimensi baru dalam penilaian kekuatan pasar, yakni kemampuan untuk mengontrol
arus informasi dan memanfaatkan data sebagai sumber eksklusivitas kompetitif [3].

Karakteristik data sebagai aset ekonomi turut menjelaskan mengapa data mampu menjadi sumber market power. Berbeda
dengan sumber daya fisik, data bersifat non-rivalrous, artinya penggunaan oleh satu pihak tidak mengurangi
ketersediaannya bagi pihak lain. Namun demikian, dalam praktiknya, akses terhadap data berkualitas tinggi sering kali
bersifat eksklusif karena bergantung pada infrastruktur teknologi, basis pengguna yang besar, serta kapasitas analitik yang
canggih. Perusahaan yang telah mengumpulkan data dalam jumlah besar memperoleh keuntungan kumulatif melalui efek
jaringan (network effects), di mana semakin banyak pengguna yang bergabung, semakin banyak data yang terkumpul, dan
semakin baik pula kualitas layanan yang diberikan. Siklus umpan balik ini menciptakan hambatan masuk yang signifikan
bagi pesaing baru, karena mereka tidak hanya harus bersaing dalam produk, tetapi juga dalam akumulasi data [12].

Lebih lanjut, dominasi data berkaitan erat dengan fenomena data-driven entry barriers. Hambatan masuk dalam pasar
digital tidak lagi hanya berbentuk investasi modal atau teknologi, tetapi juga akses terhadap data historis dan perilaku
konsumen. Tanpa akses terhadap data yang memadai, pelaku usaha baru sulit mengembangkan algoritma yang kompetitif
atau menawarkan layanan yang setara dengan pelaku usaha dominan. Kondisi ini memperkuat posisi perusahaan yang telah
lebih dahulu menguasai pasar, karena mereka memiliki keunggulan informasi yang tidak mudah direplikasi. Dengan
demikian, data berfungsi sebagai “infrastruktur kompetitif” yang membentuk struktur pasar secara implisit [9].

Dalam ekosistem platform digital, dominasi data semakin kompleks karena beroperasi dalam pasar dua sisi (two-sided
markets) atau bahkan multi-sisi. Platform seperti layanan e-commerce, transportasi daring, atau media sosial
menghubungkan berbagai kelompok pengguna sekaligus, seperti konsumen, penjual, pengiklan, dan mitra usaha. Data yang
dikumpulkan dari satu sisi pasar dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi di sisi pasar lainnya melalui praktik cross-
market leveraging. Strategi ini memungkinkan platform dominan memperluas kekuatan pasarnya ke sektor lain tanpa harus
bersaing secara terbuka dalam setiap pasar secara terpisah. Akibatnya, konsentrasi kekuatan ekonomi tidak lagi terletak
pada satu produk, tetapi pada kontrol atas keseluruhan ekosistem digital [14].

Aspek lain yang memperkuat dominasi data adalah praktik self-preferencing dan diskriminasi algoritmik. Melalui
penguasaan data dan kontrol atas algoritma, platform dapat memprioritaskan produk atau layanan miliknya sendiri
dibandingkan pesaing yang bergantung pada platform tersebut. Praktik ini sering kali tidak terlihat secara kasatmata oleh
konsumen, karena berlangsung melalui mekanisme pemeringkatan atau rekomendasi otomatis. Dalam jangka panjang,
praktik semacam ini berpotensi mengurangi pilihan konsumen dan melemahkan inovasi pesaing [1]. Dengan demikian,
dominasi data tidak hanya menciptakan keunggulan kompetitif, tetapi juga membuka peluang penyalahgunaan posisi
dominan yang lebih subtil dibandingkan praktik monopoli konvensional [13].

Secara kritis, dominasi data juga menantang asumsi dasar pendekatan consumer welfare standard yang selama ini menjadi
fondasi penegakan hukum persaingan usaha modern. Dalam banyak kasus digital, konsumen menikmati layanan gratis atau
berbiaya rendah, sehingga sulit membuktikan adanya kerugian langsung dalam bentuk kenaikan harga. Namun, kerugian
persaingan dapat muncul dalam bentuk penurunan kualitas, eksploitasi data pribadi, atau berkurangnya inovasi akibat
tersingkirnya pesaing potensial. Oleh karena itu, ukuran kesejahteraan konsumen perlu diperluas untuk mencakup dimensi
non-harga, termasuk kontrol atas data dan transparansi algoritma [7].

Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, transformasi data sebagai sumber market power memiliki implikasi
yang lebih kompleks. Di satu sisi, dominasi platform digital dapat mendorong efisiensi dan memperluas akses pasar bagi
pelaku usaha kecil dan menengah. Di sisi lain, ketergantungan terhadap platform dominan berpotensi menciptakan
ketidakseimbangan posisi tawar yang signifikan. Pelaku usaha yang bergantung pada infrastruktur digital tertentu sering
kali tidak memiliki alternatif yang sebanding, sehingga rentan terhadap perubahan kebijakan sepihak oleh platform. Kondisi
ini menunjukkan bahwa dominasi data tidak hanya berdampak pada struktur pasar, tetapi juga pada distribusi kekuasaan
ekonomi dalam ekosistem digital.

Berkaca daripada hal tersebut maka sejatinya transformasi data sebagai sumber market power menuntut pembaruan cara
pandang dalam hukum persaingan usaha. Analisis dominasi tidak lagi cukup didasarkan pada pangsa pasar atau harga,
tetapi harus mempertimbangkan kontrol atas data, algoritma, dan akses terhadap ekosistem digital [20]. Tanpa pendekatan
yang adaptif, hukum persaingan usaha berisiko tertinggal dari dinamika pasar digital yang bergerak cepat. Oleh karena itu,
pemahaman terhadap karakteristik data dan implikasinya terhadap struktur pasar menjadi prasyarat penting dalam
merumuskan kebijakan dan penegakan hukum yang efektif di era ekonomi digital.

B. Konstruksi Normatif Dominasi Data dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia

Dominasi data sebagai bentuk baru market power belum diatur secara eksplisit dalam rezim hukum persaingan usaha
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Indonesia [21]. Namun demikian, secara sistematis dan interpretatif, fenomena ini dapat dikonstruksikan melalui ketentuan
mengenai posisi dominan dan penguasaan pasar dalam UU 5/1999. Pasal 1 angka 4 mendefinisikan posisi dominan sebagai
keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan atau memiliki posisi tertinggi
di antara pesaingnya. Definisi ini pada dasarnya bersifat terbuka (open-textured) dan tidak membatasi sumber kekuatan
pasar hanya pada pangsa pasar atau modal finansial. Oleh karena itu, secara konseptual, penguasaan data dalam skala
besar yang menciptakan hambatan masuk dan ketergantungan pasar dapat ditafsirkan sebagai bentuk posisi dominan dalam
arti fungsional.

Meskipun demikian, konstruksi normatif tersebut menghadapi tantangan karena UU 5/1999 lahir dalam konteks ekonomi
konvensional yang berorientasi pada harga dan struktur pasar tradisional. Instrumen pengukuran dominasi dalam praktik
penegakan hukum sering kali bertumpu pada pangsa pasar kuantitatif dan kemampuan mengendalikan harga. Dalam
ekonomi digital, pelaku usaha dapat memberikan layanan secara gratis kepada konsumen, tetapi tetap mengakumulasi
kekuatan pasar melalui penguasaan data dan kontrol atas ekosistem digital [22]. Pendekatan price-based analysis menjadi
kurang memadai untuk mendeteksi dominasi berbasis data. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan normatif antara
konstruksi undang-undang dan dinamika pasar digital yang berkembang pesat [3].

Pasal 25 UU 5/1999 mengenai penyalahgunaan posisi dominan menjadi landasan normatif utama dalam menganalisis
dominasi data [23]. Pasal tersebut melarang pelaku usaha yang memiliki posisi dominan untuk menetapkan syarat
perdagangan yang merugikan konsumen atau menghambat pelaku usaha lain masuk ke pasar. Dalam konteks ekonomi
digital, penguasaan data dapat digunakan untuk menciptakan eksklusivitas akses, melakukan diskriminasi algoritmik, atau
memprioritaskan layanan sendiri (self-preferencing) [24]. Praktik-praktik tersebut berpotensi memenuhi unsur
“menghambat pelaku usaha lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1). Dengan demikian, meskipun data tidak
disebut secara eksplisit, norma mengenai penyalahgunaan posisi dominan dapat diperluas melalui interpretasi sistematis
dan teleologis.

Lebih lanjut, Pasal 19 UU 5/1999 yang melarang penguasaan pasar melalui praktik penolakan atau penghalangan pelaku
usaha lain juga relevan dalam konteks dominasi data. Pengendalian akses terhadap data tertentu yang bersifat esensial
(essential data) dapat menciptakan hambatan masuk yang signifikan bagi pesaing [25]. Dalam perspektif teori essential
facilities doctrine, suatu fasilitas yang tidak tergantikan dan diperlukan untuk bersaing secara efektif tidak boleh digunakan
secara eksklusif untuk menyingkirkan pesaing. Meskipun doktrin ini belum secara eksplisit diadopsi dalam hukum
persaingan usaha Indonesia, semangatnya dapat ditemukan dalam larangan penguasaan pasar yang bersifat diskriminatif.
Oleh karena itu, akses terhadap data yang bersifat strategis dapat dipandang sebagai isu kompetisi yang relevan secara
normatif [4].

Kendati demikian, persoalan utama dalam konstruksi dominasi data terletak pada parameter pengukurannya. Berbeda
dengan pangsa pasar yang dapat dihitung secara kuantitatif, penguasaan data melibatkan dimensi kualitas, variasi, serta
kemampuan analitis yang tidak mudah diukur secara objektif. Data dalam jumlah besar belum tentu menciptakan dominasi
apabila tidak disertai kemampuan teknologi untuk mengolahnya. Sebaliknya, data dalam jumlah relatif kecil dapat
menciptakan kekuatan pasar apabila bersifat unik dan tidak dapat direplikasi. Dengan demikian, pendekatan normatif
terhadap dominasi data memerlukan pengembangan indikator baru yang melampaui ukuran tradisional [12].

Dalam konteks penegakan hukum, KPPU menghadapi tantangan kelembagaan yang signifikan. Pembuktian dominasi
berbasis data memerlukan pemahaman teknis mengenai algoritma, machine learning, serta struktur ekosistem digital.
Selain itu, penguasaan data sering kali bersifat lintas pasar dan lintas yurisdiksi, sehingga menyulitkan penentuan pasar
bersangkutan (relevant market). Tanpa kapasitas teknis dan metodologi analisis yang memadai, risiko under-enforcement
maupun over-enforcement menjadi semakin besar. Oleh karena itu, konstruksi normatif dominasi data harus diiringi dengan
penguatan kapasitas institusional.

Secara komparatif, berbagai yurisdiksi telah mulai mengakui bahwa kontrol atas data dapat menjadi indikator kekuatan
pasar. Uni Eropa, misalnya, dalam berbagai kebijakan kompetisi digitalnya menekankan pentingnya mempertimbangkan
network effects, akses data, dan kontrol ekosistem dalam menilai dominasi. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya
pergeseran dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada harga menuju pendekatan yang lebih struktural dan
berbasis ekosistem. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari perkembangan tersebut dengan tetap menyesuaikannya pada
konteks nasional. Harmonisasi ini penting mengingat banyak pelaku usaha digital beroperasi secara lintas negara [13].

Dari perspektif teoritis, dominasi data juga menantang paradigma consumer welfare standard yang selama ini menjadi
fondasi banyak rezim antitrust modern. Dalam pasar digital, kerugian terhadap persaingan tidak selalu tercermin dalam
kenaikan harga, melainkan dalam berkurangnya pilihan, menurunnya inovasi, atau meningkatnya ketergantungan terhadap
satu platform. Oleh karena itu, analisis dominasi data memerlukan pendekatan yang lebih luas, termasuk
mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap struktur pasar dan inovasi. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan
hukum persaingan usaha Indonesia untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen [7].

Dengan demikian, konstruksi normatif dominasi data dalam hukum persaingan usaha Indonesia memerlukan reinterpretasi
progresif terhadap norma yang ada. UU 5/1999 sebenarnya menyediakan kerangka dasar melalui konsep posisi dominan dan
penyalahgunaannya. Namun, agar efektif dalam menghadapi ekonomi digital, norma tersebut perlu diperkaya melalui
pedoman penegakan hukum, pengembangan indikator dominasi berbasis data, serta koordinasi dengan rezim hukum
lainnya. Tanpa pembaruan interpretatif dan kelembagaan, dominasi data berpotensi menciptakan konsentrasi kekuatan
pasar yang tidak terdeteksi oleh instrumen hukum yang ada.
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C. Reformulasi dan Rekomendasi Penguatan Kerangka Hukum Persaingan Usaha

Perkembangan ekonomi digital menuntut adanya reformulasi konseptual terhadap cara hukum persaingan usaha memahami
dan mengidentifikasi market power [26]. Selama ini, pendekatan dalam hukum persaingan usaha Indonesia masih sangat
dipengaruhi oleh paradigma klasik yang menitikberatkan pada penguasaan pangsa pasar dan kemampuan mengendalikan
harga sebagai indikator utama posisi dominan [27]. Pendekatan tersebut relatif memadai dalam pasar konvensional yang
berbasis barang fisik dan struktur industri tradisional. Namun, dalam konteks ekonomi digital, kekuatan pasar sering kali
tidak tercermin dalam harga yang tinggi, melainkan dalam kontrol terhadap data, jaringan pengguna, serta infrastruktur
digital yang menjadi tulang punggung ekosistem. Oleh karena itu, reformulasi kerangka hukum persaingan usaha perlu
diarahkan pada pengakuan eksplisit bahwa penguasaan data dapat menjadi indikator struktural market power yang setara
dengan penguasaan pangsa pasar konvensional [3].

Reinterpretasi konsep posisi dominan dalam UU 5/1999 menjadi langkah awal yang krusial. Meskipun undang-undang
tersebut tidak secara eksplisit menyebut data sebagai parameter dominasi, definisi posisi dominan dalam Pasal 1 angka 4
dan larangan penyalahgunaan posisi dominan dalam Pasal 25 sesungguhnya membuka ruang interpretasi yang progresif.
Reformulasi tidak selalu harus berbentuk amandemen undang-undang, tetapi dapat dilakukan melalui penafsiran sistematis
dan teleologis yang menempatkan data sebagai “sumber kekuatan ekonomi” yang memengaruhi struktur pasar [28]. Dengan
demikian, ukuran dominasi tidak hanya dilihat dari persentase pangsa pasar, tetapi juga dari tingkat eksklusivitas akses
terhadap data, kemampuan melakukan analisis prediktif berbasis algoritma, serta pengaruhnya terhadap hambatan masuk
pasar. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan teori antitrust modern yang mulai mengakui bahwa struktur pasar
digital tidak dapat diukur dengan indikator tradisional semata [4].

Selain reinterpretasi konseptual, diperlukan pengembangan parameter baru dalam menilai dominasi berbasis data.
Parameter tersebut dapat meliputi volume dan variasi data yang dikuasai, tingkat kesulitan bagi pesaing untuk memperoleh
data yang sebanding, serta sejauh mana data tersebut menciptakan efek jaringan (network effects) dan switching cost.
Dalam praktiknya, penguasaan data yang besar dapat menghasilkan feedback loop yang memperkuat posisi dominan,
karena semakin banyak pengguna menghasilkan semakin banyak data, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas layanan
dan menarik lebih banyak pengguna. Kondisi ini menciptakan barrier to entry yang bersifat struktural dan dinamis, sehingga
pesaing baru sulit berkembang meskipun menawarkan inovasi. Oleh sebab itu, analisis persaingan usaha harus mampu
mengidentifikasi hambatan masuk berbasis data sebagai bentuk baru konsentrasi kekuatan ekonomi [12].

Rekomendasi berikutnya adalah penyusunan pedoman khusus mengenai penanganan perkara persaingan usaha di sektor
digital. KPPU perlu mengembangkan digital competition guidelines yang secara eksplisit memuat metode analisis terhadap
pasar dua sisi, zero-price market, serta praktik self-preferencing dan data leveraging. Pedoman tersebut harus mencakup
mekanisme evaluasi algoritma dan model bisnis platform digital yang sering kali bersifat kompleks dan tidak transparan.
Tanpa pedoman yang jelas, proses pembuktian dominasi berbasis data akan menghadapi kesulitan teknis dan berpotensi
menimbulkan ketidakpastian hukum. Penguatan instrumen soft law ini dapat menjadi langkah transisional sebelum
dilakukan pembaruan legislasi secara formal [14].

Dalam konteks penegakan hukum, reformulasi juga harus menyentuh aspek pembuktian dan remedial measures. Dominasi
data sering kali tidak menghasilkan kerugian konsumen dalam bentuk kenaikan harga, tetapi dalam bentuk penurunan
pilihan (reduced choice), inovasi yang terhambat, atau eksploitasi data pribadi [29]. Oleh karena itu, pendekatan consumer
welfare standard yang semata-mata berbasis harga perlu dilengkapi dengan analisis dampak struktural terhadap pasar dan
inovasi jangka panjang. Remedi yang diterapkan pun tidak cukup hanya berupa denda administratif, tetapi dapat mencakup
kewajiban berbagi data (data sharing obligation), interoperabilitas, atau pembatasan praktik eksklusivitas data. Pendekatan
ini mencerminkan pergeseran dari enforcement yang represif menjadi enforcement yang bersifat korektif dan struktural [7].

Penguatan kapasitas kelembagaan KPPU menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam reformulasi kerangka hukum [30].
Penanganan perkara yang melibatkan data dan algoritma memerlukan keahlian multidisipliner, termasuk di bidang ekonomi
digital, data science, dan teknologi informasi. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai, penegakan hukum
persaingan usaha berisiko tertinggal dari dinamika pasar digital yang berkembang sangat cepat. Oleh karena itu,
peningkatan kapasitas melalui pelatihan teknis, kerja sama dengan akademisi, serta kolaborasi dengan otoritas lain menjadi
kebutuhan mendesak. Reformulasi hukum tidak akan efektif tanpa diiringi kesiapan institusional yang memadai [13].

Lebih jauh lagi, reformulasi kerangka hukum persaingan usaha harus memperhatikan koordinasi lintas rezim hukum,
khususnya dengan hukum perlindungan data pribadi. Dominasi data tidak hanya berdampak pada struktur pasar, tetapi juga
pada hak individu atas data pribadinya. Ketika satu entitas menguasai data dalam skala besar, potensi eksploitasi ekonomi
dan risiko pelanggaran privasi meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, perlu dibangun mekanisme koordinasi antara
KPPU dan otoritas perlindungan data untuk memastikan bahwa kebijakan persaingan usaha tidak bertentangan dengan
prinsip perlindungan hak asasi. Integrasi pendekatan ini akan menciptakan tata kelola digital yang lebih seimbang antara
efisiensi pasar dan perlindungan hak individu [11].

Berkaca daripada hal tersebut, Penulis berpandangan reformulasi dan penguatan kerangka hukum persaingan usaha harus
diarahkan pada penciptaan ekosistem digital yang kompetitif dan inklusif. Dominasi data tidak dapat dilarang secara
absolut, karena pengumpulan dan pemanfaatan data sering kali menjadi sumber inovasi dan efisiensi ekonomi. Namun
demikian, ketika dominasi tersebut menimbulkan eksklusi dan distorsi persaingan, negara memiliki kewajiban konstitusional
untuk melakukan intervensi yang proporsional. Kerangka hukum yang adaptif, interpretasi progresif, pedoman teknis yang
jelas, serta kapasitas kelembagaan yang kuat merupakan prasyarat untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak
berujung pada konsentrasi kekuatan ekonomi yang merugikan kepentingan publik. Dengan demikian, reformulasi hukum
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persaingan usaha bukan sekadar respons terhadap perkembangan teknologi, melainkan bagian dari upaya menjaga
keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan demokratisasi ekonomi di era data-driven economy [15].

Simpulan

Transformasi ekonomi digital telah menggeser konfigurasi kekuatan pasar dari paradigma konvensional yang berbasis pada
penguasaan harga dan pangsa pasar menuju penguasaan data sebagai sumber daya strategis. Data, dalam konteks ini,
bukan sekadar instrumen operasional, melainkan telah berkembang menjadi determinan utama market power yang mampu
menciptakan hambatan masuk struktural, memperkuat efek jaringan, serta menghasilkan ketergantungan ekosistem.
Dominasi berbasis data memungkinkan pelaku usaha digital mengontrol arus informasi, memprediksi perilaku konsumen,
dan memanfaatkan keunggulan algoritmik secara eksklusif, sehingga menghasilkan konsentrasi kekuatan ekonomi yang
tidak selalu tampak dalam indikator pasar tradisional. Oleh karena itu, dominasi data harus dipahami sebagai bentuk baru
posisi dominan yang bersifat struktural dan dinamis.

Dalam kerangka hukum persaingan usaha Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memang belum secara eksplisit
mengatur dominasi data sebagai kategori normatif tersendiri. Namun demikian, melalui interpretasi sistematis dan
teleologis terhadap ketentuan mengenai posisi dominan dan penguasaan pasar, dominasi berbasis data dapat
dikonstruksikan sebagai bagian dari market power yang dilarang apabila disalahgunakan. Permasalahan utama bukan
terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada keterbatasan pendekatan analitis yang masih bertumpu pada price-based
analysis dan indikator kuantitatif pangsa pasar. Dalam pasar digital yang sering kali beroperasi dalam zero-price market dan
struktur multi-sided platform, pendekatan tersebut menjadi kurang memadai untuk menangkap dinamika kekuatan pasar
yang berbasis data.

Kajian ini menunjukkan bahwa dominasi data berpotensi menimbulkan praktik anti-persaingan dalam bentuk self-
preferencing, data leveraging lintas pasar, eksklusivitas akses data, serta penciptaan switching cost yang tinggi. Praktik-
praktik tersebut dapat mereduksi inovasi, membatasi pilihan konsumen, dan menghambat pelaku usaha baru untuk masuk
ke pasar. Dampaknya tidak selalu terlihat dalam jangka pendek, tetapi bersifat struktural dan jangka panjang terhadap
kompetisi. Oleh sebab itu, analisis persaingan usaha di era digital harus bergeser dari sekadar pengujian dampak harga
menuju evaluasi terhadap struktur pasar, akses data, dan distribusi kekuatan ekonomi dalam ekosistem digital.

Reformulasi kerangka hukum persaingan usaha menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa regulasi tetap
relevan dalam menghadapi ekonomi berbasis data. Reformulasi tersebut dapat dilakukan melalui reinterpretasi progresif
terhadap konsep posisi dominan, pengembangan parameter baru dalam mengukur market power berbasis data, serta
penyusunan pedoman penegakan hukum khusus sektor digital. Di samping itu, penguatan kapasitas kelembagaan KPPU
menjadi prasyarat penting agar penegakan hukum mampu mengikuti kompleksitas teknologi dan algoritma yang
berkembang pesat. Koordinasi lintas rezim hukum, khususnya dengan hukum perlindungan data pribadi, juga diperlukan
untuk menciptakan tata kelola digital yang seimbang antara efisiensi pasar dan perlindungan hak individu.

Dominasi data tidak dapat dipandang sebagai fenomena yang sepenuhnya negatif, karena pengumpulan dan pemanfaatan
data sering kali menjadi pendorong inovasi dan efisiensi ekonomi. Namun demikian, ketika penguasaan data menciptakan
eksklusi struktural dan distorsi persaingan, negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan intervensi yang proporsional
guna menjaga keseimbangan pasar. Dengan demikian, penguatan kerangka hukum persaingan usaha di Indonesia bukan
hanya persoalan adaptasi terhadap teknologi, melainkan bagian dari upaya konstitusional untuk memastikan bahwa
transformasi digital berjalan sejalan dengan prinsip keadilan, demokratisasi ekonomi, dan perlindungan kepentingan publik
dalam jangka panjang.
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